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BUPATI SEMARANG 

PERATURANBUPATISEMARANG 

NOMOR 104 TAHUN 2011 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2011 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BIDANG USAHA 

PERTANIAN KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SEMARANG 
TAHUN ANGGARAN 2011 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan 
produktivitas hasil pertanian serta memenuhi kebutuhan 
sarana produksi pertanian bagi petani guna meningkatkan 
produk hasil pertanian dirasa perlu adanya pemberian 
bantuan hibah bidang usaha pertanian kepada kelompok 
Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011; 

. b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, maka 
dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis 
Pemberian Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian kepada 
Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 
2011; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Semarang ; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah0-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara_Republik Indonesia Nomor 1625); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3478); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (L~mbarar, Negara Republik 
Indonesia Ta~un 2004 Nomor 5, Tambah;:m Lernb~ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. l)ndang-Undang Nomor . 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran · Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3079); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3500); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 13); 
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Menetapkan 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Semarang (lembaran Daerah Kabupaten 
semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Selanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 
Selanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 
Nomor 10); 

26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Selanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110); 

27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Serita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Supati 
Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Selanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Serita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 23); 

28. Peraturan Supati Semarang Nomor 99 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Selanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Serita 
Oaerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 99); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SUPATI SEMARANG TENTANG PERUSAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 
2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SANTUAN 
HISAH BIDANG USAHA PERTANIAN KEPADA KELOMPOK 
TANI DI KASUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran Angka Romawi Ill Huruf B. dalam Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bidang 
Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 
2011 (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 58) diubah sehingga 

· ! berbunyi sebagai berikut : 

B. Bentuk Bantuan. 

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dengan jumlah 
keseluruhan sebagai berikut : 

i. 
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1. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
Anggaran 2011 ditetapkan sebesar Rp. 274.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh 
empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu : 
a. Bantuan Hibah Untuk Kegiatan Pembangunan Rehab Jaringan lrigasi 

Tingkat Usaha Tani (JITUT)/ Jalan Usaha Tani (JALUT) diberikan sebanyak 
4 (empat) paket dan masing - masing paket sebesar Rp. 25.000.000,- (dua 
puluh lima juta rupiah); 

b. Bantuan Hibah Untuk usaha tani padi korban bencana alam banjir diberikan 
349 ha (tiga ratus empat puluh sembilan hektar) dan masing - masing 
hektar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

2. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar Rp. 540.000.000,· (lima 
ratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan sebagai Bantuan Hibah Untuk 
Kegiatan Pembangunan Rehab Jaringan lrigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/ 
Jalan Usaha Tani (JALUT) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket dan masing -
masing paket sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 

selanjutnya besarnya dan penerima bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati sesuai dengan masing - masing jenis bantuan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Semarang . 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 28 - 10 - 2011 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENSEMARANG 

,,,,_.... .. · . J<epa:~ Din as Pendapatan dan 
/ ,-~~n Keuangan Daerah 
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* lJ:\.UUH :N R HUDAYA t· 
·\~.:e MAR~ ITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 104 


